PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

I\

BUPATI MANGGARAI BARAT,

bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, maka perlu dilakukan perluasan obyek
retribusi daerah dengan memperhatikan potensi daerah
yang salah satunya melalui Retribusi Izin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol,;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf b
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah maka retribusi izin tempat
penjualan minuman beralkohol ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Retribusi Izin
Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

5. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Manggarai Barat.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Manggarai Barat.

7. Tempat Penjual Minuman Beralkohol adalah suatu tempat orang
perseorangan atau badan hukum yang menjual minuman beralkohol

golongan A, B dan C atas izin Bupati.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Izin Tempat Penjualan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati
untuk tempat menjual langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan
C.

Tim Pengawasan dan Penertiban adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati
yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban Minuman
Beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati yang berkaitan
dengan penertiban perdagangan minuman beralkohol.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam,
barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Wajib Restribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dsingkat SKRD adalah
Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang tertuang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar

dari pada retribusi yang tertuang atau seharusnya tidak tertuang.



18.

19.

20.

21.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan
mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan
retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari dan menyimpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah
yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat yang

memuat ketentuan pidana.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut

retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman

beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 3

Obyek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah setiap

pemberian izin untuk melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol di :

1.

AL T

Hotel

Restoran

Pub

Bar, Karaoke, Cafe

Pasal Swalayan, super market dan toko; dan

Tempat tertentu lainnya yang ditentukan oleh Bupati.



Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin

tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai

Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 6

Klasifikasi Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah :
a. Klasifikasi Usaha A, yaitu :

1. Hotel/Restoran

2. Pub;

3. Bar;

4. Karaoke; dan

5. Cafe; dan
b. Klasifikasi Usaha B, yaitu : Supermarket/Pasar Swalayan

c. Klasifikasi Usaha C, yaitu : Toko

BAB IV
CARA MENGUKUR PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi tempat usaha.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan izin penjualan minuman beralkohol.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen
izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan

biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.



BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9
Struktur dan Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
1. Klasifikasi Usaha A ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- Per tahun
2. Klasifikasi Usaha B ditetapkan sebesar Rp 1.750.000,- Per tahun
3. Klasifikasi Usaha C ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- Per tahun

Pasal 10
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau

dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11
Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 13
Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi

daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
(1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.



(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor
secara bruto ke Kas Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemungutan

retribusi diatur dengtan Peraturan Bupati.

Pasal 15
(1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau tunai.
(2) Retribusi terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan

penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

(1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan surat teguran.

(3) Dalam hal wajib Retribusi tidak melunasi tepat waktu sebagimana
dimaksud ayat (1) melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan dikena sanksi

pembatalan perjanjian.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan
dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat Teguran.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai tindakan
awal pelaksanaan penagihan Retribusi setelah 15 (lima belas) hari sejak
tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal Surat Teguran,
Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh
Pejabat yang ditunjuk.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penagihan retribusi dan
penetapan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEDALUARSA

Pasal 18

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
daerah.
Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a. Ditertibkan surat teguran dan surat paksa;

b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.
Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

Wajib Retribusi.

Pasal 19
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan;
Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang retribusi
kabupaten yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur

dengan peraturan Bupati.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20
Instansi yang melaksanakan pungutan retribusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.
Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan 5 % dari nilai
perolehan retribusi.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 21
PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

b. Melakukan tindakan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan memeriksa tanda
pengenal diri yang dicurigai;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. Pengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Mendatangi seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka

atau keluarganya;



(3)

(1)

(2)
(3)

h. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum, melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang bayar.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan

Negara.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 3 Mei 2013

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 3 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2012
NOMOR 7.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

UMUM

Bahwa minuman keras adalah Minuman Beralkohol yang dapat
memabukkan dan bukan merupakan konsumsi umum, oleh karenanya
dalam peredarannya perlu dilakukan penertiban yang berkelanjutan. Hal
ini perlu dilakukan untuk menghindarkan bahaya penyalahgunaan
minuman keras di kalangan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat.
Telah menjadi tekad Pemerintah Daerah bahwa minuman beralkohol
termasuk komoditi perdagangan bebas namun perlu dibatasi yang disertai
perizinan.

Dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di
Kabupaten Manggarai Barat, maka guna memberikan kepastian hukum
maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat

Penjualan Minuman Beralkohol.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
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Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
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